
BUPATI
PROVINSI KALI

PERATURAN BUPA

LAYANAN PENGADAAN
PEMERINTAH KAB

DENGAN RAHMAT

Menimbang : a.

dalam

secara ele

Secara

dengan

Mengingat : 1. Undang-U

Lamandau,

Kabupaten
Tengah

Negara

2. Undang-U
Perimbangan
dan
Republik

3. Undang-U
Informasi
Negara
Tambahan

b.

TINGAN
AN TENGAH

KATINGAN
NOMOR 3I uN 2017

TENl:

BUPATI

bahwa untuk
transparansi,

Pemerintah,

bahwa dalam
Barang/Jasa

ditetapkan
Layanan
Pemerintah
bahwa untuk
huruf a dan

ELEKTRONIK
ATEN KATINGAN

YANG MAHA ESA

efesiensi, efektifitas,
rsaingan sehat dan akuntabilitas

pengadaan Barang/Jasa
dilakukan sistem layanan

melaksanakan Pengadaan
dengan sistem aplikasi

di Kabupaten Katingan perlu
Bupati Katingan tentang

Secara Elektronik

uhi sebagaimana dimaksud
uruf b di atas perlu ditetapkan

Bupati Katingan;

Nomor 5 Tahun 2AO2 tentang
Pembentukan
Seruyan, Ka

paten Katingan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten

Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan

Timur di Provinsi Kalimantan
Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO2 18, Tambahan Lembaran
lndonesia Nomor aft$;

Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
antara Pemerintah Pusat

Daerah {Lembaran Negara
Tahun 2OO4 Nomor 126,

Tambahan Lem
Nomor aa38);

Negara Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 2OO8 tentang
Elektronik (Lembaran

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
dan

Tahun  8a3);
Negara Republik Indonesia
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4.

5.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan In.riprmasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indor: :sia Tahun 2OO8 Nomor 61,
Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia
Tahun 28aQ;

Undang-Undang
Pembentukan

Nomor 12 Tahun zALl tentang
Perundang-Undangan

(Lembaran N Republik Indonesia Tahun 2O1L
Nomor 82, Tam Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor

6. Undang-Undang Nomor 23 ?ahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan ah (Lembaralr Negara Republik

zAH Nomor 244, TambahanIndonesia Tah
Lembaran N Republik Indonesia Nomor

telah diubah beberapa kali5587) sebagai
terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Kedua Atas Undang-
Undang 23
Daerah (Lem
Tahun 2015
Negara Republik

2Ol4 tentang Pemerintahan
Negara Republik Indonesia

58, Tambahan Lembaran
Nomor 56791;

Nomor 106 Tahun 2AO7
Kebijakan Pengadaan

tah;

Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Jasa Pemerintah sebagaimana

tah Nomor 82 Tahun 2Al2
Sistem dan Transaksi

Elektronik; {Lem Negara Republik Indonesia
189, Tambahan LembaranTahun 2Al2 N

Negara Republik Tahun 53a8);

8. Peraturan Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik ia Tahun 2OA7 Nomor 89,
Tambahan Lem
Nomor a7a\;

Negara Republik Indonesia

7. Peraturan
tentang Pe

9. Peraturan
tentang
Barang/Jasa

Peraturan
Pengadaan

1 1. Peraturan .

Pengadaan

10.

diubah be kali dengan Peraturan Presiden
Republik Nomor 4 Tahun 2015 Tentang
perubahan t Atas Peraturan Presiden
Republik I Nomor 54 Tahun 2Of O tentang

Jasa Pemerintah;Pengadaan

Nomor 54 Tahun 2O1O tentang
/ Jasa Pemerintah sebagaimana

diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden
Republik I Nomor 4 Tahun 2015 Tentang
perubahan pat Atas Peraturan Presiden
Republik I Nomor 54 Tahun 2OlO tentang

Jasa Pemerintah;Pengadaan
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12. Peraturan Kepal:,r Lembaga Kebijakan Pengadaan
BarangfJasa F,r:merintah Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun ilO1O tentang Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Set' tra Elektronik;

MEMUTI'SI(AN :

Menetapkan : PERATURAN
PENGADAAN
KATINGAN.

BUPA:I'I KATINGAN TENTANG LAYANAN
SEC l RA ELETORONIK KABUPATEN

BAB I
KI]If,ENTUAN UMUM

Pasal 1

adalah Sekretaris Daerah

adalah Inspektorat Kabupaten

Perangkat Daerah yang
SOPD adalah Satuan
Daerah di lingkungan

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Ke Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah se rjutnya disingkat LKPP adalah
lembaga Pemeri yang bertugas mengembangkan
dan merum kebijakan pengadaan barang/jasa
pemerintah se dimaksud dalam Peraturan
Presiden Nomor 106 Tahun 2OOT tentang Lembaga
Kebijakan Barartg I Jasa Pemerintah.
Pemerintah
Katingan.

adalah Pemerintah Kabupaten

Bupati adalah pati Katingan.

2.

3.
4.

5.

6.

Sekretaris
Kabupaten
Inspektorat
Katingan;
Satuan
selanjutnya
Organisasi

barang/jasa
dilakukan
web/internet
teknologi i
barang/jasa

E lelang
barang/jasa
pelaksanaannya
umum secara

tah yang pelaksanaannya
elektronik dan berbasis

memanfaatkan fasilitas
dan komunikasi pengadaan

elektronik melalui

barang/jasa ada;ah pengadaan

Pemerintah Ka paten Katingan.
7. Pengadaan Jasa secara elektronik (Elektronik

Gouernment yang selanjutnya disebut
(e- adalah proses pengadaan

8.
pemerintah
dilakukan

dalam

yang proses
dengan pelelangan

rangka mendapatkan
barang/jasa, penawaran harganya dilakukan
satu kali pada i,tanggal, dan waktu yang telah
ditentukan dokumen pengadaan, untuk
mencari harga ang terendah tanpa mengabaikan
kualitas dan yang telah ditetapkan, dengan
menggunakan
web/internet

ia elektronik yang berbasis

teknologi
Layanan

i dan komunikasi;

selanjutnya di
Secara Elektronik yang

LPSE mempaka:r unit kerja /

memanfaatkan fasilitas

o

sub bagian dibentuk untuk menyelenggarakan,
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13.

10.

11.

12.

15.

16.

L7.

18.

mengelola pelayr;nan sistem pengadaan barang/jasa
secara elektroni< (SPSE) dan memfasilitasi SOPD
kepada Portal R::rgadaan Nasional.
Portal Pengadarrn Nasional adalah pintu gerbang
sistem informa,iii elektronik yang terkait dengan
informasi pengrtCaan barang/jasa secara nasional
yang dikelola ok ih LKPP.
Unit Layanan R:ngadaan yang selanjutnya disingkat
ULP adalah unit organisasi Pemerintah yang
berfungsi melal.r:rilanakan pengadaan barang/jasa di
lingkungan Pem,:rrintah Kabupaten Katingan.
Kelompok Kerja JLP yang selanjutnya disebut Pokja
ULP adalah kelc,lnpok kerja yang terdiri dari pejabat
fungsional penlirldaan yang berjumlah gasal dan
beranggotakan lraling kurang 3 (tiga) orang dan
dapat ditamberih sesuai dengan kompleksitas
pekerjaan, yanii; bertugas untuk melaksanakan
pemilihan Pen',edia barang/jasa di lingkungan
Pemerintah Kab,;r paten Katingan.
Sertifikat keahlirim pengadaan barang/jasa adalah
tanda bukti 1r:ngakuan atas kompetensi dan
kemampuan ,:rofesi di bidang pengadaan
barang/jasa yanSl dikeluarkan oleh LKPP.

14. Pengadaan Barr,rng/Jasa secara elektronik atau
(e-Proa"renmentl adalah proses Pengadaan
Barangl Jasa Pernerintah yang dilaksanakan secara
elektronik dan berbasis website/intemet dengan
memanfaatkan flasilitas teknologi informasi dan
komunikasi yar,;r; diakses melalui utebsite http:l /
lpse.katingankal r,go.id.
Pengguna Angge.::an yang selanjutnya disingkat PA
adlah pejabat ll,)megang kewenangan penggunaan
anggaran Saturrn Kerja Perangkat Daerah atau
pejabat yang disamakan pada institusi lain
penggunaan AP[,i ![/APBD.
Kuasa Penggu:,a Anggaran yang selanjutnya
disingkat KPA rrdalah pejabat yang ditunjuk oleh
Pengguna Angga:an pada SOPD yang ditetapkan oleh
Kepala Daerah urrtuk menggunakan anggaran SOPD.
Pejabat Pembu,irt Komitmen yang selanjutnya
disingkat PPK iirdalah pejabat yang bertanggung
jawab atas pelak.ianaan pengadaan barang/jasa.
Pejabat Pengadeirirn adalah personil yang memiliki
Sertifikat Keahlirrn Pengadaan Beurang/ Jasa ditunjuk
untuk melaksaririrlcan Pengadaan Langsung dan e-
Purchasing.
Penyedia Baranr3llJasa adalah badan usaha atau
or€Lng peroranti,ul yang menyediakan barang/
pekerj aan konstr r rksi /j asa konsultansi /j asa lainnya.
Aparat Pengav''ts Internal Pemerintah yang
selanjutnya disirrgkat APIP adalah aparat pengawas
internal Pemerint,ah Daerah atau pengawas internal
pada Institusi .rlrin yang melakukan pengawasan
melalui audit par [r aplikasi Sistem Pengadaan Secara
Elektronik (SPSE;.
Sistem Pengaclmn Secara Elektronik yang
selanjutnya disir.;gkat SPSE adalah kesisteman yang
meliputi aplikasl perangkat lunak {aplikasi SPSE)

19.

24.

21.
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24.

22.

23.

25.

30.

32.

dan database t:t-procur€ment yang dikembangkan
oleh LKPP dan c .kelola oleh LPSE.
Pengguna SPSE; {User) adalah perorangan I badan
usaha yang merrriliki hak akses dan teregistrasi pada
SPSE dipresentr.sikan oleh (Jser ID dan passutord"
yang diberikan l, PSE.
Registrasi ada.rlh proses pendaftaran penyedia
barangljasa un'r.rlk mendapatkan kode akses {user iddan Password) ke dalam sistem aplikasi layanan
Pengadaan Seca I a Elektronik;
Verifikasi adal;Lh proses penentuan kelayakan
penyedia barar.g/jasa oleh registrasilpendaftaran
calon penyedlr barang/jasa yang meliputi
persetujuan pa,isword dan penyampaian notifikasi
persetujuan;
Pakta Integritait adalah surat pernyataan yang
ditanta tangarri oleh PPK/ULP/Unit Layanan
Pengadaan/Penl,,edia batang/jasa yang berisi ikrar
untuk mencegal:rj dan tidak elakkan korupsi, kolusi
dan nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan
barang/jasa;
Tanda tangan e,:ktron'k adalah tanda tangan yang
terdiri atas infcrmasi elektronik yang diletakkkan,
terasisiasi atau [erkait dengan informasi elektronik
lainnya yang dirrunakan sebagai alat verifikasi dan
otentik.

27. Dokumen elekttronik adalah setiap informasi
elektronik yang :i,ibuat, diteruskan, dikirim, diterima
atau disimpan. dalam bentuk analog, digital,
elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dipat
dilihat, ditamp::ilkan dan/atau perforasi yang
memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh yan!
mampu memahatrninya;

28. Message Digges,: 5 (MDS) adalah satu metodologi
untuk meberi jr r minan bahwa dokumen elektronik
yang dikirim ake,rr sama dengan dokumen elektronik
yang diterima, hr;rl ini dengan membandingkan "sidikjari" atau 4

tersebut;
ha,;h ke{ dari dokumen-dokumen

29. User ID adalah irama atau pengenal unik sebagai
identitas penggl I na SPSE yang digunakan untuk
beroperasi di dal.;;rm SPSE.
Pa,ssword adala,:. kumpulan karakter atau sting
yang digunaka::: oleh pengguna SPSE untu[
memverifikasi Uc;rirr ID datam SPSE.

31. Kode Elektronik :*tau ha,sh keg adalah angka, huruf,symbol karak i:r lainnya atau kombinasi
diantaranya, yarlg merupakan kunci untuk dapat
mengakses kom6ruter dan/atau sistem elektronik
lainnya.
Rencana Umum .r;rengadaan Barang/Jasa pemerintah
yang selanjutnyrr disingkat RUp adalah rumusan
seluruh kegiatan lrengadaan barang/ jasa pemerintah
pada Tahun Angg,Srran berjalan.
Sistem Informasi Rencana Umum yang selanjutnya
disingkat SiRUp adalah aplikasi Sistern Inforrnasi
Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (web
based) yang furrgsinya sebagai sarana atau alat
untuk mengumu:rnkan RUP.

33.
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34. E-Tertdering
barang/jasa
dapat diikuti o
terdaftar pada
dengan cara
dalam waktu

36.

37.

35. Katalog
informasi
spesi{ikasi

disebut

Sekretaris;
BIdang
Bidang
Bidang Layanan

memenuhi

jawab dalam
c. Memahami

tata cara pemilihan penyedia
dilakukan secara terbuka dan

semua penyedia barangljasa yang
pengadaan secara elektronik,

paikan 1 (satu) kali penawaran
telah ditentukan.
atau e-CataloEte adalah sistem

daftar, jenis,
tertentu dari

Evaluasi Online yang selanjutnya
Online adalah aplikasi yang

rik yang memuat
dan harga barang

berbagai barang/jasa.
E-Purchasing tata cara pembelian
barangljasa sistem katalog elektronik.
Monitoring dan

dikembangkan LKPP yang menyajikan data dan
barang/jasa secara elektronik.laporan

Ruang lingkup Pera Bupati ini adalah pengadaan
barang/jasa di li Pemerintah Kabupaten
Katingan yang di secara elektronik.

BAB III
PARA PIHAK PENGADAAN BARANGIJASA

PEMERINTAH UPATEN KATINGAN SECARA
ELEKTRONIK

Pasal 3

ULP/Panitia
Penyedia barang/j

Pengelola Pengadaan secara Elektronik
Pasal 4

c.
d.

(1) Pengelola LPSE terC iri dari :

a. Pengarah;
b. Ketua;
c.
d.
e.
f.

Sistem Informasi;
Verifikasi;

,bagaimana dimaksud
sebagai berikut :

i teknis dan manajerial;
moral, disiplin dan

tugas;

una;
Sosialisasidan

a.
b.

ayat (U

tanggung

menjadi

BAB II
IiIUANG LINGKUP

Pasal 2

Para pihak dalam 1 :engadaan barangljasa pemerintah
Kabupaten Katingan iiecara elektronik terdiri dari :

a. Pengelola LPSE;
b. PPK;

tugas pegawai
pekerjaan yang
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d. Memahami prosi, dur sistefit e-Proc:ttrement; darr
e. Mampu bekeda

(3) Pengelola LPSE se

ditetapkan dengan

Umum
Memfasilitasi
menayarlgkan
Memfasilitasi
melaksanakan

ama dengan pegawai LPSE lainnya.
gaimana dimaksud pada ayat (1)

.eputusan Bupati.

/KPA mengumumkan Rencana
(RUP}

ULPIPejabat Pengadaan

Pengadaan
penyedia

pengadaan;

I

Paragraf 1

Ttrgas dan Fungsi F:engelola Layanan pengadaan Secara
Elektronik

Pasal 5

Pengelola LPSE Katarrpaten Katingan mempunyai tugas
sebagai berikut :

a. Memfasilitasi

)qla
proses

c.

e.

f.

clb'
h.

ULP/Pejabat
pemilihan

barang/jasa elektronik;
d. Memfasilitasi

yang berke
Melaksanakan
operasional LPSE
LPSE dapat
0rganisasi Non.
pengadaan
Melaksanakan
Membuat eval
kepada Bupati

a. Penyusunan
evaluasi dan

Pasal 6

LPSE tidak melaksatrakan dan tidak bertanggung jawab
terhadap:
a. Pembuatan paket pengadaan barang/jasa

Pemerintah;
b. Isi pengumltrnan, penentuan metode dan persyaratan

pengadaan;
e. Pen5rusunan jadueul pengadaan dan perubahannya;
d. Isi dokumen pengadaan beserta addendumnya;
e. Isian data kualilil:u.si dari penyedia barang/jasa;
f. Berita acara lrrasil pelelangan/selekii/pemilihan

langsung; dan
g. Penetapan pemcilang, serta isi sanggahan dan

jawaban.

barangl jasa dan pihak-pihak
menjadi pengguna SPSE;

lain yang berkaitan dengan
Katingan;

Instansi / BUMN / BUMD /
dalam melaksanakan

secara elektronik;
tausahaan LPSE; dan
dan pelaporan pelaksaaan tugas

Pasal 7

Pengelola LPSE n,.enyelenggarakan fungsi sebagai
berikut:

kegiatan, ketatausahaan,
pengelolaan pengadaan

barang/jasa elektronik;
Pengelolaan SPSE infrastrukturnya;
Memberikan an konsultasi mengenai proses
pengadaan jasa secara elektronik;
Memberikan i

b.
c.

d.
aplikasi SPSE;

tentang fasilitas dan fitur
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giistrasie.

f.
0E'

h.

Pelaksanaan re
SPSE;
Penanganan tentang pelayanan LPSE;
Pelayanan pe dan dukungan teknis
pengoperasian
Dalam fungsinya LPSE dapat
melakukan i dan konsultasi dengan LPSE
lain dan LKPP,

dan verifikasi penggunaan

dapat meberikan informasi dan
terkait permasalahan dan

baik.

Pengarah memberika.n arahan dan bimbingan dalam
rangka pengelolaart sistem informasi pengadaan
barang/jasa secara eluktronik dimlingkungan pemerintah
Kabupaten Katingan

Paragraf 3
Ketua Layanan:, Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 8

usulan teknir,r
pengembangan e-Proanrement;

i. Untuk pat implementasi sistem e-
Proqtrement Kabupaten Katingan dapat

dengan LPSE lain atau pihak lainmenjalin
yang telah me
Manusia yang

i infrastruktur dan Sumber Daya

pembantu pimpinan
bertanggung jawab

li tugas melaksananan
dan pengendalian terhadap

Paragraf 2
Pengarah
Pasal 8

nal harian LPSE;
Memberikan arehan teknis terhadap pelaksaaan

a.
b.

c. Men5rusun laporan kegiatan LPSE.

Paragraf 4
Sekretaris

Pasal 9

Sekretaris
koordinasi,

(1)

(2)

(3) Dalam melaksa: r rkan tugas sebagaimana dimaksud
ayat (2) sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksaaan l;,rrordinasi kegiatan di lingkungan

program, kegia , adminitrasi dan sumber daya di
lingkungan

LPSE;
b. Pen pengelolaan administrasi umum

untuk kelancaran pelaksanaan
LPSE; dan

hubungan kerja di bidang
tugas dan

lembaga terkait.
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Paragraf 5
Bidang Adnrinistrasi Sistem [nformasi

Pasal 1O

Bidang administrasi s istem informasi mempunyai tugas :

a. Menyiapkan (set rrlr) perangkat teknis sistem informasa. Menyiapkan (set rrlr) perangkat teknis sistem informasi
(rrir.uwarGr;

b. Memelihara serve.: LPSE dan Perangkatnya;
(hadware); I

rsr a.rrB,I!aLrlya;
c. Menangani pern.arsalahan teknis sistem informasi

yang terjadi;
d. Memberikan dan masukan kepada LPSE

Nasional tentang -kendala teknis yang terjadi
di LPSE Katingan dan melaksnakan
intruksi teknis LPSE Nasional; dan

e. Memberi user I dan password kepada penyedia
adanya persetujuan pendaftaranbaraag/jasa se

oleh verifikator kepada Panitia Pengadaan
barang/jasa,
lingkungan

Pejabat Pembuat Komitmen di
tah Kabupaten Katingan dan

institusi lainnya.

PPK Mempunyai T[gas Tanggungiawab:
pelaksanaana. Menetapkan

Barang/Jasa yang

Paragraf6
Bidang F,r:rgistrasi dan Verifikasi

Pasal 1 1

Bidang Registrasi dan ysrilikasi mempunyai tugas :

a. Menandatangani pe r:.daftaran Pengguna LpSE;
b. Melakukan verifikasri seluruh informasi dan dokumen

sebagai persyaratarr pendaftaran pengguna LpSE;
c. Menyetujui dan rnenolak permohonan pendaftaran

pengguna LPSE berlasarkan hasil verifikasi;
d. Melakukan konfirrrrEi.si kepada pengguna LPSE tentang

persetujuan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil
verifikasi; dan

e. Menyampaiakan furJbrmasi kepada pengguna LPSE
tentang kelengkapa:: I yang dipersyaratkan.

Parlgraf 7
Bidang La1'*rnan Pengguna

Prrrsal 12

Bidang Layanan Penggrna mempunyai tugas :

Bidang Layanan Penggrrna mempunyai tugas :

a. Memberikan layanern konsultasi mengenai proses
pengadaan barang /iasa secara elektronik melalui
internet, telepon, mirrrpun hadir langsung di LpSE;

b. Membantu proses pr.rrrdaftaran pengguna LpSE;
c. Menjawab pertanyae.rr tentang fasilitas dan fitur aplikasi

LPSE;dan
d. Menangani keluhan tentang pelayanan LpSE.

Ba.6Jian Kedua
Pejabat P embuat Komitmen

Ir'asal 13

1. spesifikasi teknis

Pengadaan
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b.
c.
d.
e.
f.

2. harga Perkiraan rSendiri (HPS); dan
3. rancangan kont:rlk.
Menerbitkan Surat ll 

)enuqjukan Penyedia Barang/ Jasa;
Menandatangani K I ntrak;
Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
Mengendalikan pelir ksanaan Kontrak;
Melaporkan pelel;sanaan/penyelesaian pengadaan
Barang/Jasa kepac,rrr PA/KPA;

g. Menyerahkan hasi., pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
kepada PA/KPA detrgan Berita Acara Penyerahan;

h. Melaporkan kemajrran pekerjaan termasuk penyerapan
anggaran dan hamilratan pelaksanaan pekerjaan kepada
PA/ KPA setiap triw ;r lan;

i. Menyimpan dan rrr:njaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan Penga, jl aan Barang/ Jasa.

j. Mengusulkan keparla PA/KPA:
1) perubahan pake; pekerjaan; dan/atau
2) perubahan jadw,ll kegiatan pengadaan;

k. Menetapkan tim pe:dukung;
1. Menetapkan tim a:jitll tenaga ahli pemberi penjelasan

teknis {aanwijrnr) t::rrtuk membantu pelaksanaan tugas
ULP; dan

m. Menetapkan besaralr uang muka yang akan dibayarkan
kepada Penyedia Br :i:ang/Jasa.

Iilagian Ketiga
Panitia Pengade,.iirn /Unit Layanan pengadaan

Pasal 14

T\.rgas pokok dan kelirenangan UlP/Pejabat pengadaan
meliputi:
a. Men5rusun rencana lrcmilihan Penyedia Barang/Jasa;
b. Menetapkan Dokun.,r:n Pengadaan;
c. Menetapkan besara r nominal Jaminan penawaran;
d. Mengumumkan peirdrsanaan Pengadaan Barang/Jasa

di wehsite dan f iirpan pengumuman resmi untuk
masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk
diumumkan dalam :rortal Pengadaan Nasional;

e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui
prakualifikasi atau l )ascakualifikasi;

f. Melakukan evaluas,:i administrasi, teknis dan harga
terhadap penawarar r yang masuk;

g. Khusus untuk ULP
1. Menjawab sanggahan;
2. Menetapkan Penyt,:dia Barang/Jasa untuk:

a) Pelelangan a',.ritll Penunjukan Langsung untuk
paket Pengad aan Barang/pekerjaan Konstruksi/
Jasa LainnyiL yang bernilai paling tinggi
RplOO.OOO.OOi,t.OOO,OO (serarus miliar rupiah);
atau

b) Seleksi atau l)enunjukan Langsung untuk paket
Pengadaan Jalr,a Konsultansi yang bernilai paling
tinggi Rp 1O. OOO.OOO.OOO,OO (sepuluh miliar
rupiah);

3)Menyerahkan salirian Dokumen Pemilihan penyedia
BaranglJasa kepe lla PPK;

4)Menyimpan dokrrmen asli pemilihan penyedia
Barang/Jasa.
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I

I

I

I

t*sr*r, Keempat
Periyedia Barang/Jasa

I fasat tS
I

(U Penyedia Barang/J{sa dalam pelaksanaan Pengadaan
Barangl Jasa wajp memenuhi persyaratan sebagai
berikuil I

a. Memenuhi ketrntuan peraturan penrndang-
undangan untuk fnenjalankan kegiatan/usaha;

c.

Memiliki keahlialr, pengalaman, kemampuan teknis
dan manajerial L I rtuk menyediakan Barang/Jasa;
Memperoleh pali::rg kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai
Penyedia Barang7Jasa dalam kurun waktu 4 (empat)
tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah
maupun swasta, pengalaman subkontrak;

dimaksud pada huruf c,
dikecualikan Penyedia Barang/Jasa yang baru

i 3 (tiga) tahun;berdiri kurang
e. Memiliki sumber

fasilitas lain
B,arang/ Jasa;

d. Ketentuan

f. Dalam hal
kemitraan,
perjanjian

g. Memiliki pada bidang pekerjaan yang
sesuai untuk U Mikro, Usaha Kecil dan koperasi

yang sesuai
kecil serta ,puan pada sub bidang pekerjaan

usaha non-kecil;
h. Memiliki Kemam Dasar (KD) untuk usaha non-

Pengadaan Barang dan Jasa

perusahaan sedang dalam menjalani sanksi
pidana, yang dengan surat pernyataan
yang ditanda i Penyedia Barang/Jasa;

Khusus untuk P,:rngadaan Pekerjaan Konstruksi dan
Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa
Kemampuan Pak',:rt (SKP) sebagai berikut:
SKP = KP - P KI' = nilai Kemampuan Paket, dengan
ketentuan:
1. untuk usaha kecil, nilai Kemampua.n Paket (KP)

ditentukan s:r,banyak 5 (lima) paket pekerjaan;
dan

2. untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket
(KP) ditentukirLn sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu
koma dua) I\,|. P = jumlah paket yang sedang
dikerjakan. frJ = jumlah paket pekerjaan terbanyak
yang dapat ditangani pada saat bersamaan
selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Tidak dalam per rgawasan pengadilan, tidak pailit,
kegiatan usahanyir tidak sedang dihentikan dan/atau
direksi yang bt rrtindak untuk dan atas nama

manusia, modal, peralatan dan
diperlukan dalam Pengadaan

Barang/Jasa akan melakukan
Barang/Jasa harus mempunyai

sarna operasi/kemitraan yang
kemitraan dan perusahaan yang
tersebut;

sudah memiliki Nomor Pokok
dan telah memenuhi kewajiban
terakhir (SPT Tatrunan) serta

PPh Pasal 21, PPh Pasal 23

kecil, kecuali url
Konsultansi;

memuat persen
mewakili kemi

Sebagai wajib
Wajib Pajak (N
perpajakan
memiliki laporan

j.

(bila ada , PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN
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(bagi Pengusahe Kena Pajak) paling kurang 3 {tiga)
bulan terakhir drllam tahun berjalan;

1. Secara hukunr mempunyai kapasitas untuk
mengikatkan dir' pada Kontrak;

m. Tidak masuk dallrm Daftar Hitam;
n. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau

dengan jasa penl;:iriman; dan
o. Menandatangani Pakta Integritas.

(2) Persyaratan sebaga,lnana dimaksud pada ayat (1) huruf
c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i,
dikecualikan bag Penyedia Barang/Jasa orang
perorangan.

(3) Pegawai K/LID ll dilarang meqiadi Penyedia
Barang/Jasa, kecr.rrli yang bersangkutan mengambil
cuti diluar tangguq;,m KILID /1.

(4) Penyedia Barang;/Jasa yang keikutsertaannya
menimbulkan pe:'i:entangan kepentingan dilarang
meqjadi Penyedia B;rrangl Jasa.

BAB IV
PENGGUNAAN F IIISILITAS LAYANAN PENGADAAN

SS,I'IARA ELEKTRONIK
Pasal 16

(l)Fasilitas LPSE ,;lapat digunakan Instansi lain
melaksanakan pengiiidaan barang/jasa secara elektronik
dengan ketentuan st,bagai berikut :

a. Mengqiukan perr:rohonan secara resmi kepada Bupati
Katingan; dan

b. Telah melakul rrn Nota Kesepakatan dengan
Pemerintah Kabtr oaten Katingan.

(2) Pengunaan fasilitar, sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan tuan sebagai berikut:
a. Tidak dikenai bi apapun;

ditetapkan; dan
Pemerintah Kabupaten

b. Sesuai tata tertib
c. Fasilitas sesuai li

Katingan.

BAB V
ETIKA PE.; IGADAAN BARANG/JASA

Pasal 17

(1) PA/KPA I PPK / u / Pejabat Pengadaan f Penyedia
barang/jasa, LPSE dan pihak-pihak yang

pengadaan barang/jasa secara
elektronik sesuai
undangan di bidang

(2) Dalam pelaksanaan

dan peraturan perundang-
pengadaan barangljasa pemerintah;
pengadaan barang jasa pemerintah

secara elektronik KPAl PPK IULP / Pejabat
Pengadaan / ia barang/jasa, Pengelola LPSE dan
para pihak-pihak terkait sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wqjib:
a. Menjaga dan mencegah penyakahgunaan

kode akses yang dari user ID dan password;
b. Menjaga kerah dan mencegah penyalahgunaan

data dan
bagi umum.

elektronik yang tidak diperuntukan

jdih.katingankab.go.id



PAIKPA /PPK I ULP' I Peiabat Pengadaan / Penyedia
barang/jasa, Penge.cla LPSE dan pihak-pihak yang
terkait dalam pengatlaan barang/jasa pemerintah secara
elektronik dilarang :

a. Mengganggu, merulsak sistem pengadaan barang/jasa
secara elektronik;

b. Mencuri informasi, memanipulasi data danlatau
berbuat cur€rng da.lam pengadaan barang/jasa secara
elektronik yang dapat mempengaruhi tqiuan
pengadaan.

BAB VI

MEKANISME PENGA.DAAN BARANG / JASA PEMERINTAH
KABUPATEN I* TTINGAN SECARA ELEKTRONIK

Bagtan Kesatu
Prosedur Pelakstunaan LPSE Kabupaten Katingan

Pasal 19

Pasal 18

(1)

(3) User ID dan sebagaimana dimaksud pada
terhadap seluruh dokumenayat (2)

elektronik yang dikirim ke system e-Procurement,
sehingga diakui . salah satu komponen yarrg

tersebut;mengesahkan

kode elektronik iiltau hash keg yang unik bagi tiap-
tiap dokumen
barang/jasa

sehingga apabila penyedia
memberikan persetujuan dan

memberi tan bahwa dokumen elektronik
yang dikirim dengan dokumen yang diterima
oleh system e- berdasarkan pada hash
keg yang dari metodelogi MD4 sesuai
pada lampiran, penyedia barang/jasa dianggap
telah i dokumen tersebut secara
elektronik;
Selurrrh elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) (4) dapat diperlakukan sarna
dengan tertulis, kecuali dokumen Yang
harus dibuat tertulis sesuai Undang-Undang

2008 tentang Informasi danNomor 11 teh

Proses e-Procu,'l:ment di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kati,ngan dilakukan melalui aplikasi
website layanal pengadaan barang/jasa secara
elektronik;
User ID dan l rrssword seluruh pengguna sistem
e-Procurement c:ii lingkungan Pemerintah Kabupaten
Katingan merup,akan representasi dari pengguna dan
terasosiasi terhaclap seluruh aktivitas dalam e-

{21

(4)

ts)

Transaksi

jdih.katingankab.go.id



Pengaduan
Pasal 22

pemerintah;
b. Pelaksana LPSII} Kabupaten Katingan wajib

menyampikan lalmran pengaduan dari masyarakat
dan/atau penyedia barang/jasa kepada LKPP dan Tim
pengarah LPSE Kirhupaten Katingan.

Tata Cara Pengad,r

pengelola
melakukan
LPSE lain
saran
untuk pe
e-Procuremen

b. Untuk
e-
dengan
Infrastruktur.

Apabila dalam
elektronik
proses
jadwal

barang/jasa y
hilang, rusak

terhadap Pelaksanaan LPSE

Pasal 23

BAB VII

e-Procurement, LPSE dapat
i dan konsultasi dengan

LKPP serta dapat mengqiukan
-perubahan yang diperlukan

prosedur dan system

implementasi
LPSE dapat menjalin

lain yang telah

LPSE wajib melaporl:rirn kepada PA, KPA, ULP dan PPK

apabila ditemukan lrcnyimpangan-penyimpangan atas
pelaksanaan pengadit,ln barang/jasa pemerintah secara
elektronik dengan te.,ltbusan kepada Inspektorat Daerah
Kabupaten Katingan.

KETI)NTUAN PERALIHAN
Pasal 24

(U Untuk impleme:,rtasi e-Procurement maka Kepala
SOPD dan/atau Pengguna Anggaran di lingkungan
Pemerintah Kabrripaten Katingar] mer{rusun tahapan
pelaksanaan 1>engadaan barang/jasa akan
melakukan denllan e-Procurement dengan terlebih
dahulu melakuiilan koordinasi dengan pelaksana
LPSE yaitu:
a. Dalam melaks rrn&kan fungsinya terutama dalam

sistem
kedasama

memiliki

(2t pengadaan barang/jasa secara
i ganggran secara teknis, maka

barang/jasa dapat ditunda dan
barang/jasa diatur ulang dimulai

tersimpan dalam sistem LPSE
/atau tidak dapat digunakan

tahapan beri atau dimulai dari pengumuman
pengadaan
Pengumuman barang/jasa dimaksud
pasal {21 dalam hai data pangadaan

jasa;

sebagai berikut:
a. Pengaduan m,lr,yarakat dan/atau penyedia

barang/jasa daprr. dilakukan memflasilitasi dalam
sistem e-Procuretnent dan bisa diakses oleh pihak
yang berkepenting'rn dalam pengadaan barang/jasa

(3)

sebagaimana
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t4) Apabila ganguar'
pengadaan
gagal dan kt,:
dilakukan secarit

Hal-hal lain Yang
ini, sepanjang
ditetapkan lebih

Peraturan BuPati
diundangkan.

Agar setiaP orang
pengundangan
penemPatannya
Katingan.

x;-;\.
DAERAH

KATINGAN,

BERITA DAERAH KABUPA

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal ?-0' to- tt 0lT

is tidak daPat dibenahi, maka
'jasa secara elektronik dinyatakan
odiut pengadaan barang/jasa

elektronik.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 25

diatur dalam Peraturan BuPati
i teknis Pelaksanaan LPSE

dengan KePufirsan BuPati.

Pasal 26

. mulai berlaku Pada tanggal

mengetahuinya, memerintahkan
turan BuPati ini dengan

Berita Daerah KabuPaten

KATTNGAN TAHUN zAfi NOMOR 3?T

jdih.katingankab.go.id



il
(4) Apabila ganguar' ':9knis tl1"U dapat dibenahi' maka

pengadaa., fi"i*''E' ljasa s€cara elektronik dinyatakan

gagal dan *'oi"aiatt pengadaan barang/jasa

dilakukan secarir'ron elektronik'

BAB VIII
KEI'I)NTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal lain yang behrm {iatu1 dalam Peraturan Bupati

ini, sepanjang'-*"'gl""i teknis pelaksanaan LPSE

iillr"pf* i"uir, r"":'' i atnsan Keputusan Bupati'

Pasal 26

PeraturanBupatiinimulaiberlakupadatanggal
diundangkan.

Agar setiap oranE mengetahuinya' memerintahkan

pengundangan Ptrraturan Bupati ini dengan

penempatannya dt ' lam Berita Daerah Kabupaten

Katingan.

Diundangkan di Kasongan

DAERAH
KATINGAN,

BERITA DAERAH KABUPA KATTNGAN TAHUN 2AL7 NOMOR 3?T

di Kasongan
rl t)-lo-'YotT

;],''l:.1\

i3t't"
/q*/wL--a.l Q

^ Lll\H\
\A
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